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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Langkah awal yang dapat dilakukan dalam proses reformasi birokrasi ialah 

dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat dengan 

secara cepat, tepat dan professional. Banyak kendala yang muncul dalam 

proses perwujudan demi pemerintahan yang baik. Pemerintah sudah 

mengeluarkan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi. Peraturan tersebut mengatur terkait tiga sasaran hasil 

utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah 

yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. 

Meningkatkan percepatan sasaran hasil tersebut, pemerintah 

mengembangkan percontohan penerapan pada unit kerja lainnya. Secara 

konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui 

upaya Pembangunan Zona Integritas. Membangun Zona Integritas, 

langkah-langkah yang perlu dilakukan ialah : (1) Menyelaraskan instrument 

Zona Integritas dengan instrument evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) 

Penyederhanaan pada indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu 

perlu disusun pedoman pembangunan zona integritas pada Badan Narkotika 

Nasional Kabupaten Cilacap dengan mengacu pada pedoman Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 

tahun 2014. 

B. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 



3. Peraturan Presiden No. 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional; 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 3 tahun 2019 tentang 

Organsiasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional; 

6. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap No: 

NOMOR : KEP/003/I/KA/IR.04/2025/BNNK-CLP tentang Pembentukan 

Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Badan Narkotika 

Nasional Kabupaten Cilacap Tahun 2025 

C. Maksud dan Tujuan  

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi satker dalam pembangunan 

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan tujuan memberikan 

keseragaman pemahaman tindakan dalam membangunan Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM. 

D. Pengertian Umum 

Dalam dokumen rencana kerja ini, yang dimaksud dengan : 

1. Zona Integritas  adalah predikat yang diberikan kepada instansi 

pemerintah yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai komitmen untuk 

mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam 

hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan 

kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen 

perubahan, penataan tatalaksana, sistem manajemen SDM, penguatan 

pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.  



3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat 

yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar 

manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem 

manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas 

kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik. 

4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah; 

5. Unit kerja adalah unit/satuan kerja di instansi pemerintah, serendah-

rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi layanan. 

6. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokasi; 

7. Tim Penilai Internal (TPI) adalah Tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi 

pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam 

rangka memperoleh predikat menuju WBK/WBBM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

 

A. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas 

1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah dengan 

Deklarasi/Pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa 

instansinya telah siap membangun Zona Integritas. 

2. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh Pimpinan dab 

seluruh atau sebagian besar pegawainya telah mendatangani dokumen 

pakta integritas. Penandatangan dokumen pakta integritas dapat dilakukan 

secara serentak seluruh pegawai.  

3. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka 

dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk 

masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi, dan berperan serat 

dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya dibidang 

pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public. 

B. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 

Program pembangunan Zona Integritas merupakan tindaklanjut dari 

pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan. Proses pembangunan 

Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, 

Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, 

Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

yang bersifat konkrit.  

 

 

 



BAB IV 

TIMELINE PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



BAB III 

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS RENCANA KERJA ZONA INTEGRITAS BNNK CILACAP TAHUN 2025 

  

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

  

 



 

BAB V 

TARGET PRIORITAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  

BNN KABUPATEN CILACAP  

TAHUN 2025 

 

No. TARGET PRIORITAS 

1. MANAJEMEN PERUBAHAN 

a. 

b. 

 

c. 

d. 

Pembangunan ZI BNNK Cilacap mendapat dukungan dari stakeholder terkait 

Seluruh Pegawai BNNK Cilacap memahami dan melaksanakan Pembangunan ZI 

Agen Perubahan melakukan aksi nyata Penguatan Stakeholder terkait Dampak 

Pembangunan  ZI 

Budaya kerja terinternalisasi dalam setiap kegiatan pegawai BNNK Cilacap 

2. PENATAAN TATALAKSANA 

a. 

b. 

Penyusunan SOP yang mencakup peta proses bisnis instansi secara kelseluruhan 

dan penguatan inovasi pada sosialisasi maupun implementasi SOP 

Integrasi Aplikasi Pendukung SPBE 

3. PENATAAN MANAJEMEN SDM 

a. 

b. 

c. 

Pemenuhan kebutuhan pegawai dilaksanakan sesuai peraturan yg berlaku 

Proses mutasi pegawai dilakukan sesuai aturan & transaparan, serta dilakukan 

monitoring evaluasi; 

Seluruh pegawai mendapatkan kesempatan untuk pengembangan karir dan 

pengembangan kompetensi 

Penilaian Kinerja Individu dibuat sesuai indikator kinerja level diatasnya 

Memaksimalkan tugas & fungsi penegak disiplin pegawai 

Pegawai dapat mengakses data informasi kepegawaian 

4. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 

a. 

b. 

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 

Meningkatnya Capian Kinerja Unit Kerja 



5. PENGUATAN PENGAWASAN 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Pemberian pesan tolak gratifikasi yang lebih masif 

Optimalisasi pelaksanaan SPIP untuk mengurangi dampak risiko 

Optimalisasi peran Tim UPP pada setiap penanganan dan tindak lanjut pengaduan 

Lebih mempermudah akses pengaduan masyarakat ataupun internal 

Identifikasi benturan kepentingan, dan disosialisasikan hasil identifikasi beserta 

mitigasinya 

6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 

a. 

b. 

c. 

Rebranding slogan layanan “Nglayani karo ati, ikhlas lan mantep kanthi sae” 

Publikasi inovasi layanan BNN Kab. Cilacap per item  

Peningkatan Sarpras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

Dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ini disusun untuk 

dapat dijadikan dasar dan pedoman dalam kegiatan Pembangunan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih 

Melayani pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap Tahun 2025. 

Dokumen ini bersifat dinamis, dalam artian ketentuan-ketentuan didalamnya 

dapat berubah mengikuti keadaan yang ada. 

Demikian rencana kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, dibuat sebagai mana 

tujuannya dan semoga dapat menjadi pedoman pelaksanaan Pembangunan 

Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM di lingkungan Badan Narkotika 

Nasional Kabupaten Cilacap. 
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